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PERATURAN DAERAH KABT'PATEN BINTAN
a

NOMOR 14 TAHUN 2OO8

PERTANGGI]NGJAWABAN PELAKSANIAAN ANGGARAN
PENDAPETAN DAN BELANJA DAERAH

TAHIIN ANGGARAN 2OO7

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

a. bahwa,runtuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Dalrah'sebagaimLa telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tenting Penetapan
Peraturan'Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : fahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah meniadi undang-und*g, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pela[sanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa olehiB.adan Pernsfiksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
huruf , a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Binun Tahun Anggaran
2007.

.:..'. ',"
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo r 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lemb-aran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-
Undang.Nomoi t2 Tahun 199a @embaran Negara Republik IndJnesia Tahrin
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);

3. Undang-Undang'Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i997 Nomor 41,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan unaang-Gdang Nomor 34 Tahun zooo (lJmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a0a8);



4. Undang-IJndang Nomot 21 Tahun 1'997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangrman (Ler.nbaran Negara Republik Inrionesia Tahun lgg7
Nomor 44,:,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2000
Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik,Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3S51);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
11i, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor aB7);

Undan$-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (T.embaran
Negar4 Republik'tndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambihan'Lembaran
NegaraRgpublik Indonesia Nomor 4786); 

'

Undang-Undang Nomor t fanun ZOO+ tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 5 5) ;

7.

8.

9. Undang:{Jndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

10. Undagg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggmgiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
a400);

ll.undang-'undang Nomor 25 Tahun 2004 {ga0lng sistem perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lem-baran Negara nepubtik lndonesia Nomor 4a2D;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor r04, Tambahan
Lembaran Negara :Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3

Tahun,2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

13, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesiaNomor 4a30;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tatrun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeratr (Lemb*aran Negara Repuitit<
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemabaran Negara Republik
lndonesiaNomor a028);





Menetapkan

:
:

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telalr diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr dan Rancangan
Peratuian Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

3l.Peraturan Daerah,'Nomot 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2007,

Dengan persetuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DAN

BUPATI BINTAN. : DVLI \rt gltrrrur

'

MEMUTUSKAN:

PERATURAbI DAERAH TENTANG PERTANGGLTNGJAWABAN
PELAKSANAA}T ANGGARA]-I PENDAPATAbTPAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHI-TN ANGGARAN 2OO7

.'] : Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporanrealisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Caiatan atas laporan keuangan.

@ Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
n " laporan keuangan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

' D^sal 2ta

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf a tahun
anggaran 2007 sebagai berikut

a. Pendapatan...................Rp. 456.936.183.381,00
b. Belanja..... ... Rp. 444.5Y9.293.934,00

Surplusldefisit ..'............ ..:1,..". ........;.;.....,......... Rp. 12.306.889 .447,00



,....::,: ,t.:. 
. .

i;

Pembrayaan
Penerimaan........ ;..........'Rp. 1 7 1 .0 I 1,692.639,00
Pengeluaran .......,.........,'Rp. 5,fr92.623.220,00
Surplusidefi sit ... ;.......

pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut : ,, l

,t .

(1) Selisih anggaran'dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.32.739,207.177,-
dengan rincian sebagai berikut :

a.. Anggaran pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/fturang)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja
dengan rincian sebagai berikut :

a. ,,Anggaran betaqia setelah perubahan
b. Realisasi

,l,,

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b. ','Realisasi ..,

Rp.424.196.976.2A4,-
Rp.456.936.183.381 ,-
Rp. 32.739.207.177,-

sejumlah Rp. 102,436"670. 1 98,-

Rp.547.065.964.132,-
Rp.444.629.293.934,
Rp. 102.436.670.198,-

(3) Selisih . anggaran 'dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.(135.175.877.375,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelahperubahan Rp. ( 1 22. 868.9b7.928,-)
b. Reaiisasi : , Rp. 12.306.889.447,-

Selisih lebih/(<urang) np.1t:S.tZ 5.877.375,,-)

(4) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp,0,,

Rp.171 ,011.692.639,-

' Rp. 171.01 1.692.639,-
Selisih lebih(kurang) Rp. 0,-

(5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.22.412.500,- dengnn rincian sebagai berikut :

a. Anggaranpengeluaranpembiayaan
setelah perubahan

b. Realisasi Rp.5.092.62j.220,-
, 'r ' ti Selisih lebih/ftwang) Rp. 22.412.500,-

(6) Selisih anggaran derrgan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.Q2.a1,2.500,-) 9:"g* rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto
setelih perubahan Rp.165.89 6.6li.gtg,-

b. Realisasi np. tes.ltl .069.419,-
Selisih lebihi(kurang) np.t 22.412,500,-)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

sebagai belikut: '

a. Junalah Aset
b. Jumlah Kewaiiban

huruf b per 31 Desember Tatrun 2007

Rp. 1.132.3 07 ,178.219,56,-
Rp. 7.1,41.678,659i,-



" ' ' Pasal 5I 4Jet J

Laporan arus kas;sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang
berat<fiir sampai dengan 3l Desembertahun 2007 sebagai berikut :

a.

b.
Saldo awalkasper I Januari tahun2007 Rp.171.184.865.027,-

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari,aktivitas non anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007

Arys kas dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi aset non
keuangan

Rp.119.007 547.564,-

Rp.(1 06.700.658. I 1 7,-)
Rp.( s.a92,623.220,-)
Rp. 6.574.565.799,-
Rp. I 84.80 A.524.6i65,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasai i huruf d tahun
maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.

.,

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lalnpiranl , :
LfipiranI.l , :

Larnpiian L2 :

',.
Lampiran I.3 :

tampiian I.4 :

'l 
I

LPrnPiran I'5' '
Lampiran I.6 , :

tampiran I.7', ,:

Lampitan I.8, ;

tarqpiran I.9 :

tampiran I.i0 :

.:
Lampiian I.11,1
tampiran I.l2;

.:

b. Lampiran il r

c. tamiliran III, :

d. Latnpiian IV :

Laporan realisasi ang garan;
Ringkasan |aporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realigFsi anggaran menurut urusan
pemerintahan daeral! organisasi, pendapatan, belanja dan

il:?l|ffilffi realisasi anssaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, prograln dan
kegiatan; :''
netcapitutasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalarn kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftarjumlah,pegawai per golongan per jabatan
Daftar piutangdaerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;
Daftar realiasasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang beium diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;
Daftar dana cadangan daeratr; dan
Daftar pinjaman- daerah dan obligasi daerah.

Neraca
Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan



a.

b,

Pasal I

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
dari :

Laporan kinerjatercantum dalam Lampifan V peraturan daerah ini._

Ik}tisar'"l6poran keuangan badan usaha milik daerah/perusahqn daerah

tercantum dalam Lampiran V{ peraturan daerah ini.

Bupati ' Bintan menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. "

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penonpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal {P€eptember 2008

ANSAR

PIt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

, SE,, MM

I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHIIN 2OO8'NOMOR 14


